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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Mengajukan permohonan grasi kepada Presiden adalah hak setiap terpidana 

namun terbatas dalam putusan pidana mati, penjara seumur hidup, dan 

penjara minimal 2 (dua) tahun. Grasi disampaikan kepada presiden melalui 

pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan 

kepada Mahkamah Agung yang selanjutnya Mahkamah Agung memberikan 

pertimbangan kepada Presiden kemudian Presiden memberikan keputusan 

berupa pemberian atau penolakan grasi setelah memperhatikan pertimbangan 

Mahkamah Agung. 

2. Pertimbangan hukum dalam pemberian grasi terhadap terpidana kasus 

narkotika baik yang dijatuhkan hukuman pidana penjara maupun pidana mati 

adalah sebagai berikut: 

a. Adanya kewenangan Presiden untuk memberi grasi. 

b. Mekanisme yang telah dijalankan dapat dipertanggungjawabkan. 

c. Kecenderungan hukuman mati yang makin berkurang di dunia. 

d. Upaya pemerintah untuk menadvokasi warga negara Indonesia di luar 

negeri. 

e. Selektifitas dalam memberikan grasi. 

f. Pertimbangan dari sisi kemanusiaan. 
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B. Saran 

1. Presiden RI selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dalam pemberian 

grasi kepada terpidana yang bermohon untuk diberikan grasi, diharapkan 

dapat lebih meningkatkan objektifitas dalam melihat kelayakan dan lebih 

memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dapat menjadi barometer 

untuk menolak atau menerima permohonan grasi yang berdasarkan 

akuntabilitas. 

2. Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman diharapkan 

memberikan pertimbangan-pertimbangan tentang permohonan grasi 

berdasarkan asas keadilan, asas kesamaan di hadapan hukum serta asas Ceck 

and Balance dan juga tetap menjaga wibawa peradilan Indonesia. 

3. Masyarakat diharapkan agar tidak melakukan tindak pidana narkotika 

walaupun terpidana narkotika memiliki hak untuk mengajukan permohonan 

grasi kepada Presiden. Tindak pidana narkotika selain melanggar hukum juga 

dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Say no to Drugs. 
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